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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : 235 / PL.O3.4-Kpt I 7 606 / KPU -Kab / x / 2O2O

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN MATERI DEBAT TERBUKA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH

TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun
2017 Tentang Kampany'e Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau
Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah
diubah denga.n Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 1l Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun
2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau
Walikota Dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 1'ang
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Mamuju Tenga.h tentang Penetapan Jadwal dan Materi
Debat Terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 202O.

l. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 4 Tahun
2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju
Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5397);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2OO8
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20'|,4 tentang
Pemerintahan (lcmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lrmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);
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4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturam Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 20 14 tentang Psmilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang {Lcmbaran Negara Republik Indoneeia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lnmbaran Negara
Republik Indonesia N*mer 5656) sebagairnan* telah
beberapa kali diuh.h, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 202fi tentang Penetapart
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun ?O2O Tentang Perubshan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Penrerintah Pengganti Undang-
Undang Nornor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Waltkota Menjadi Undang-
Undang (Lennbaran f{egara Republik Indonesia Tahun
2A20 Nornor tr28, ?amkhan l*mbaran Negara
Republik Indonesia Homor 6512h

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun
2Ol7 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan
l*/akil Gubernur, Bupati Dan l#akil Bupati, DanlAtau
Walikota Dan Wakit l&alikota *ebagairqana teleh
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Urnum
Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Ferubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum l{omor 4 Tahun
2Al7 tentang lkrnpanye Pemilihan Gubernur Da:r
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, DanlAtau
WalikCIte Dan $fakil Walikste;

6. Peraturan Ksrnisi Pemilih*n Umum Nomor 8 Tahun
2019 Tentang Tata Herja K$misi Femilihan Urnum,
Komisi Pemilihan Umum Frcvinei, Kornisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota {Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2019 Nomor 3201, sebagaimana telah
diubah dengan kratursn Komiei Pernilthan Umum
Nomor 3 Tahun 2020 ?entang Perubahan Atss
Peraturan Kor:risi Pemilihan Umum Ncmor I Tahun
2420 Tentang Tentang ?ata Kerja Kemisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Pruvinsi, Kornisi
Pemilihan Umum KabupatenlKota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2A\;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor IS ?ahun
?019 Tentang T*hapan, Pragram dan Jadwal
Pen3relenggaraan Pernilihen Guhernur dsn Wakii
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun ?020 {Berira
Hegara Republik Indonesia Tahun 20Iq Nomor qSSl
sebagairnana telah beberapa kaJi diubah- terakhir
Peraturan Komisi Fernilihan Umum lrlor:*or E Tahun
2o2a Tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan
Komisi Pemilihan Urnum Nomor lS Tahun AOlgTentang Tahapan, prrogram dan Jadwal
Penyelenggeraan Fem;ilihan Guhernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakii Bupati dan/etau
walikota dan wekil walikota ?ahun go2o {Berita



Memerhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 6 Tahun
2A2A Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam
Kondisi Bencana nonalam cotana virus Disease 2019

{COV'ID-19| (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2A2O Nomor 7161, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
202A Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemitihan Umum Nomor 6 Tahun 2A2A Tentang
Pelaksauaan kmitihan Cubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau WaIi
Kota Dan Wakil WaliKota Serentak Lanjutan Dalam
Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
{Covid-l9} {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2A2O Nomor 981 l.

Hasil Rapat Kooldinasi Dengan Tim Pasangan Calon
tentang Penetapan Jadwal dan Materi Debat Terbuka
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuiu
Tengah Tahun 2020

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMUJU TENGAH TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN
MATERI DEBAT TERBUKA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN
2424.

Meneta.pkan Jadwal dan Materi Debat Terbuka Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun
242A.

Pelaksanaan Jadwal Debat Terbuka sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU terbagi dalam dua tahap, yaitu :

1 . Debat pertama dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober
2024.

2. Debat kedua dilaksanakan psda tanggal 23 November
242A.

Materi Debat Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU yaitu pendalaman atsu penjabaran visi dan misi
Pasangan Calon, dengan tema sebagai berikut :

l. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Memajukan daerah;
3- Meningkatkan pelayanan kepada mas3rarakat;
4. Menyelesaikan persoalan daerah;



KEEMPAT

Salinan sesuai dengan aslinya

5. Menyerasikan pelaksanaan pembagunan daerah
kabupaten dan provinsi dengan nasional;

6. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
kebangsaan;

7. Kebijakan dan strategi penangan, pencegahan dan
pengendalian Coton/rVirus Disease 2019 (COVID-I91, dan

8. Strategi, Penanganan, Pencegahan dan Pengendalian

Narkoba.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Topoyo
Pada tanggal 19 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,
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AT KOMISI PEMILIHAN UMUM
U TENGAH
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